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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan pada Pemerintah 

Kabupaten Mamuju dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini 

mengunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 

2013 – 2023. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan 

menganalisa perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Mamuju dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 serta kontribusi perolehan PAD 

terhadap Pendapatan Daerah, selanjutnya analisa perkembangan perolehan Pendapatan 

Transfer Kabupaten Mamuju serta proporsi perolehannya terhadap Pendapatan Daerah 

dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 guna mengetahui tingkat ketergantungan 

terhadap dana dari pemerintahan lain (pusat maupun provinsi), kemudian melakukan 

penghitungan nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan mengklasifikasikan hasil perhitungan. 

Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Mamuju dalam 10 tahun terakhir yaitu 

2013-2023 termasuk dalam klasifikasi “Belum Mandiri” dengan rata-rata nilai sebesar 

0,0705. Analisa atas tren IKF, terdapat fluktuasi nilai IKF pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren menunjukan 

peningkatan atau positif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan 

daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah kurangnya perolehan nilai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya tingkat ketergantungan pendapatan 

transfer. 

Kata kunci: Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan; PAD; Pendapatan Transfer 

 

ABSTRACT 

This research aims to assess the financial independence of the Mamuju Regency 

Government and determine the factors that influence it. This research uses Mamuju 

Regency Regional Government Financial Report data for 2013 - 2023. The research 

method uses a qualitative case study approach by analyzing the development of Regional 

Original Income (PAD) Mamuju Regency acquisition from 2013 to 2023 as well as the 

contribution of PAD acquisition to Regional Income, then analyzing the development of 

Regency Transfer Income acquisition Mamuju and the proportion of its revenues to 

Regional Revenue from 2013 to 2023 in order to determine the level of dependence on 

funds from other governments (central and provincial), then calculate the Fiscal 

Independence Index value and classify the calculation results. The financial independence 

of the Mamuju district government in the last 10 years, namely 2013-2023, is included in 

the "Not Yet Independent" classification with an average value of 0.0705. Analysis of the 

IKF trend, there are fluctuations in the IKF value in the Mamuju Regency Regional 

Government, but in the last three years, the trend shows an increase or is positive. Factors 

that hinder regional financial independence in the Regional Government of Mamuju 

Regency are the lack of acquisition of Regional Original Income (PAD) and the high level 

of dependence on central transfer income. 

 

Keywords: Regional Finance; Financial autonomy; PAD; Transfer Income
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan peraturan perundang-undangan 

mengatur ketentuan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Melalui Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan 

kewenangan otonomi daerah yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan maupun 

pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dayaguna dan hasilguna 

penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat serta sebagai upaya meningkatkan 

stabilitas politik dan persatuan bangsa. Handoko (2021) keberlangsungan merupakan hal 

yang penting terutama dalam hal keberlanjutan. Sesuai dengan azas desentralisasi, daerah 

otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan 

kepentingan masyarakat termasuk didalamnya urusan pengelolaan keuangan. Halim 

(2001) menjelaskan bahwa suatu daerah dikatakan mampu mencapai otonomi yaitu jika 

memiliki kapasitas perekonomian daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut harus 

mempunyai otoritas atau kewenangan dan kapabilitas untuk mengumpulkan sumber daya 

ekonomi yang dimiliki, mengelola dan menggunakan perkonomiannya untuk pendanaan 

kegiatan pemerintahannya, dan ketergatungan terhadap bantuan pusat diminimalkan agar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar sumber perkonomian sehingga 

dapat meningkatkan peran pemerintah daerah. 

Pemindahan ibu kota negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan dampak signifikan pada daerah sekitarnya 

dengan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten yang 

berada disekitar ibu kota baru, Kabupaten Mamuju yang terletak di Provinsi Sulawesi 

Barat, menjadi salah satu kabupaten yang menjadi peyangga IKN. Potensi pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan dengan adanya investasi baru dan peningkatan aktivitas bisnis 

sebagai dampak dari pemindahan ibu kota negara mendorong kabupaten Mamuju dalam 

meningkatkan kemandiriannya dalam hal keuangan. Kabupaten Mamuju, sebagai subjek 

studi, tentunya menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian keuangannya 
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terutama terkait tingkat ketergantungan dana yang diterima dari pemerintah pusat dan 

pengelolaan pendapatan asli daerahnya. Kondisi perekonomian pada Kabupaten Mamuju 

yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan akibat adanya 

resesi, pandemi Covid-19, bencana gempa bumi, serta pemindahan ibu kota negara.  

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan merupakan 

provinsi paling barat di Pulau Sulawesi. Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat 

merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2004, 

untuk kemudian Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota provinsi tersebut. Pada 

tahun 2020, BPK RI melaksanakan penilaian terhadap kemandirian keuangan pada 

seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah 

daerah masih belum mandiri. Hasil audit memperlihatkan bahwa pada tahun anggaran 

2019, terdapat 458 dari 497 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori belum mandiri, 

di mana salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hal tersebut 

penulis akan melalukan analisis lebih dalam untuk Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamuju terkait dengan perkembangan kemandirian keuangan selama sepuluh tahun 

terakhir. Untuk melihat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Mamuju, akan dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 

kemandirian keuangan daerah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan melihat 

indikator tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer serta pendapatan asli daerah.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Kemandiran keuangan daerah dibutuhkan oleh pemerintahan yang bersifat 

desentralisasi dalam membiayai setiap kebijakan dan Pembangunan di daerah. 

Perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ketahun akan menunjukan bagaimana 

suatu daerah mampu berkembang secara mandiri. Berdasarkan hal ini, pertanyaan 

penilitan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mamuju guna membiayai kegiatan pemerintahannya? 

2. Bagaimana perkembangan pendapatan transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamuju guna membiaya kegiatan pemerintahannya? 
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3. Bagaimana perkembangan indeks kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 10 tahun terakhir? 

4. Bagaimana pengaruh perolehan PAD dan Pendapatan Transfer terhadap 

kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian 

keuangan pemerintah daerah kabupaten Mamuju serta untuk memahami sejauh mana 

pemerintah daerah Kabupaten Mamuju bergantung pada dana yang diterima dari 

pemerintah pusat dan mengevaluasi kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) terhadap 

keuangan daerah secara keselutuhan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna 

membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 

2. Mengetahui dan menganalisa perkembangan pendapatan transfer pusat guna 

membiaya kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 

3. Mengetahui dan menganalisa perkembangan indeks kemandirian fiskal pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh perolehan PAD dan Pendapatan Transfer 

Dana Pusat terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamuju 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Mamuju sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan 

pemerintah. 
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